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Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
secara efektif telah berlaku sejak tanggal 30 April 2010. Implikasi penerapan UU KIP
terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan dan transparansi
informasi merupakan hal yang sangat esensial dalam penerapan fungsi pengawasan
langsung oleh masyarakat, transparansi informasi juga merupakan salah satu pondasi
good governance.

Keterbukaan informasi publik merupakan cara yang dapat diandalkan untuk
mencegah korupsi. Dengan UU KIP masyarakat bisa memperoleh informasi anggaran
dan kebijakan secara langsung.

Peran humas dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik ini yaitu
dengan membentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom menuturkan ada empat peran humas
yang dapat dilakukan, yakni peran humas sebagai Praktisi Ahli, Fasilitator Pemecah
Masalah, Fasilitator Komunikasi, dan juga Teknisi Komunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Humas KPK dalam
Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik ini, dengan menggunakan penelitian
deskriptif kualitatif, metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data
primer dari hasil wawancara kepada narasumber dan data sekundernya di dapat melalui
dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis berdasarkan data primer dan
data sekunder bahwa keempat konsep peran humas KPK dalam Implementasi UU KIP
yaitu : (a) Praktisi Ahli, membentuk PPID, membuat daftar informasi, dan juga membuat
ACCH. (b) Fasilitator Pemecah Masalah, melakukan sosialisasi anti korupsi, melakukan
koordinasi dengan cepat dan efisien dalam penanggulangan dan mencari dimana titik
kesalahan yang dilakukan. (c) Fasilitator Komunikasi, membentuk mekanisme pemberian
informasi, menyusun daftar informasi dan membuat SOP. (d) Teknisi Komunikasi,
menyediakan keperluan teknis, membuat press release, update website KPK, dan juga
konferensipers



